DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA

Jl. Hasanuddin No. I Sumbawa Besar

TELP. (0371) 625604, 22767, 625297, 625298, FAX. (0371) 21216

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 04 TAHUN 2004

TENTANG

PENERIMAAN PERTANGUNGJAWABAN BUPATI SUMBAWA 

MASA TUGAS TAHUN 2003 DAN PERSETUJUAN PENETAPAN PERDA

PERHITUNGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2003
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA

Menimbang   :a.  bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajiban Bupati sebagai Kepala Daerah berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku mempertanggungjawabkan penyelenggaraan keuangan, pemerintah dan pembangunan terhadap DPRD setiap Akhir Tahun Anggaran ;
b. bahwa pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) diatas telah disampaikan dalam bentuk Pidato Pertanggungjawaban Bupati Sumbawa pada Rapat Paripurna ke-1 (satu) tanggal 16 Juni 2004 dan Jawaban Bupati Sumbawa terhadap Tanggapan/Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan pada Rapat Paripurna ke-3 (tiga) tanggal 21 Juni 2004;
                            c. bahwa setelah dilakukan penilaian melalui proses pembahasan Dewan  memandang perlu menetapkan sikap terhadap Pertanggungjawaban Bupati Sumbawa Akhir Tahun Anggaran 2003.
Mengingat  : 1. Undang – undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 1655 );
2. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang – undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang – undang Nomor 22 tahun 2003 Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
7. Keputusan DPRD Kabupaten Sumbawa Tahun 1999 Nomor : 12/KPTS/DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumbawa.
   Memperhatikan :   1.   Pidato Pertanggungjawaban Bupati Sumbawa Akhir Tahun Anggaran 2003 pada Rapat Paripurna ke-1 (satu) Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Sidang 2003 tanggal 14 Juni 2004;
2. Tanggapan/Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan terhadap Pertanggung jawaban Bupati Sumbawa Akhir Tahun Anggaran 2003 pada Rapat Paripurna ke-3 (tiga) DPRD Kabupaten Sumbawa tanggal 18 Juni 2004;
3. Jawaban Bupati Sumbawa atas Tanggapan/pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan terhadap Pertanggungjawaban Bupati Sumbawa Akhir Tahun Anggaran 2003 pada Rapat Paripurna ke-3 (tiga) DPRD Kabupaten Sumbawa tanggal 21 Juni 2004;
4. Laporan Komisi-komisi Dewan mengenai hasil Pembahasan terhadap Pertanggungjawaban Bupati Sumbawa Akhir Tahun Anggaran 2003 pada Rapat Paripurna ke-4 (empat) DPRD Kabupaten Sumbawa  tanggal 25 Juni 2004;
5. Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Dewan terhadap Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun 2003 pada Rapat Paripurna ke-5 (lima) Tahun Sidang 2004 tanggal 30 Juni 2004 yang menyatakan Menerima Pertanggungjawaban Bupati Sumbawa Tahun Anggaran 2003. Disertai catatan-catatan dan usul saran serta pendapat, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan penerimaan pertanggungjawaban.
MEMUTUSKAN

Menetapkan
: 
PERTAMA
: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa menerima Pertanggungjawaban Akhir Tahun Bupati sumbawa Tahun Anggaran 2003;

KEDUA
:   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa memberikan persetujuan kepada Bupati Sumbawa menetapkan Peraturan daerah Kabupaten Sumbawa tentang penetapan perhitungan APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut :


Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut :

a. Pendapatan






Rp. 302.967.415.484,37

b. Belanja






Rp. 311.495.872.395,00



Defisit






Rp.     8.528.456.910,63
c. Pembiayaan

· Penerimaan






Rp.  16.382.351.053,93

· Pengeluaran





RP.    3.046.446.000,00



Surplus





Rp.  13.335.905.053,93

      KETIGA            :  1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 1.495.105.570,63 dengan rincian sebagai berikut :


a. Anggaran pendapatan setelah perubahan


Rp. 304.462.521.055,00

b. Realisasi






Rp. 302.967.415.484,37 



Selisih kurang




Rp.     1.495.105.570,63
2.  Selisih anggaran dengan reallisasi belanja sejumlah Rp. 5.807.573.846,93 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran belanja setelah perubahan


Rp. 317.303.446.240,93

b. Realisasi






Rp. 311.495.872.395,00


Selisih Kurang




Rp.     5.807.573.846,93
3.  Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah RP. 4.287.468.775,30 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran belanja setelah perubahan


Rp.   12.815.925.685,93

b. Realisasi






Rp.     8.852.456.910,63


Selisih Lebih





Rp.     4.287.468.775,30
4.  Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah RP. 519.979.368,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan

· Setelah perubahan




  Rp.   15.862.371.685,93

· Realisasi





  Rp.     8.528.456.910,93
· Selisih lebih





  RP.        519.979.368,00
b. Pengeluaran 

-  Setelah perubahan




  RP.    3.046.446.000,00
-  Realisasi






  RP.    3.046.446.000,00
· Selisih






  Rp.          NIHIL

KEEMPAT
: 1. Berdasarkan perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud diktum kedua posisi keuangan pada tanggal 31 Desember yang dituangkan dalam neraca daerah sebagai berikut :

a. Jumlah aktiva





Rp. 664.252.077.781,30

b. Jumlah utang





Rp.              -

c. Jumlah Ekuitas dana




Rp. 664.252.077.781,30
2. Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud diktum kedua, Saldo Kas daerah pada tanggal 31 Desember 2003 yang dituangkan dalam laporan aliran kas sejumlah Rp. 4.807.448.143,30

a. Saldo Kas 1 Januari 2003




Rp.   16.382.351.053,93
b. Jumlah Penerimaan Kas




Rp. 302.967.415.484,37










Rp. 319.349.766.538,30
c. Jumlah Pengeluaran Kas




Rp. 314.542.318.395,00
d. Saldo Kas 31 Desember 2003



Rp.     4.807.448.143,30
KELIMA
:  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.








Ditetapkan di Sumbawa Besar









Pada tanggal 30 Juni 2004

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA


Wakil Ketua,



 Wakil Ketua, 

            Ketua,
NURDIN RANGGABARANI, SH

 M. HUSNI DJIBRIL, B. Sc

 MUH. AMIN, SH
KEPUTUSAN ini disampaikan dengan hormat kepada :

Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar.

TEMBUSAN : DISAMPAIKAN KEPADA Yth.

1. Yth. Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;

2. Yth. Kepala Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;

3. Yth. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;

4. Yth. Kepala-kepala Dinas Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;

5. Yth. Para Asisten dan Kepala-kepala Bagian pada Setda Sumbawa di Sumbawa Besar.
